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TERBUKA TERHADAP MASUKAN MASYARAKAT

Pergub No 1/2021

YOGYA (KR) - Peraturan Gubernur (Pergub) No 1/2021 tentang
Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka
Umum pada Ruang Terbuka, masih ada kemungkinan direvisi.
Revisi tersebut akan dilakukan berdasarkan masukan dari masya-
rakat. Karena masukan yang relevan akan ditampung dan di-
jadikan pertimbangan untuk melakukan perubahan.

Salah satu masukan itu
adalah perubahan nomen-
Klatur terkait jarak yang
diperbolehkan menggelar
aksi unjuk rasa di Istana
atau  Istana
Kepresidenan Yogyakarta.

“Banyak masukan yang
kami dapat termasuk dari
para Ped Kaki Lima

mengundang Aliansi
Rakyat untuk Demokrasi
(ARDY) tapi sampai siang
tidak ada yang datang,” ka-
ta Asisten bidang Pe-
merintahan dan Adminis-
trasi Umum, Setda DIY
Sumadi, seusai mengikuti
diskusi publik di Kompleks
K ik Rabu  (3/11).

(PKL)dan warga Maliob

Diskusi diadakan untuk

lainnya untuk harmonisasi
Pergub nomor 1 tahun 2021.
Prinsipnya kami tetap ter-
buka dengan berbagai ma-
sukan yang ada. Kami juga

S di (

h) bersama de

menindaklanjuti rekomen-
dasi Ombud: 1 RIDIY.

butkan bahwa penyampai-
an pendapat di muka umum
harus berada di luar radius
500 meter dari pagar atau
titikk  terluar kawasan
Malioboro dan Istana Ke-
presidenan. Setelah melalui
perubahan - nomenklatur,
maka radius aksi unjuk rasa
berkurang dari 500 menjadi
150 meter dari titik terluar
atau pagar Istana Ke-

id Jadi, nanti akan

Menurut Sumadi, pada
pasal 5 Bab II Pergub 1
Tahun 2021, awalnya dise-

ada perubahan radius dari
istana negara. Terkait
adanya perubahan itu, pi-

Adi Bayu Kristanto memberikan keterangan
kepada media seusai diskusi publik.

Ada Kemungkinan Direvisi

haknya bisa memaham,
yang penting tidak meng-
ganggu ketertiban umum
dan roda perekonomian
Malioboro.

“Saya ingin menegaskan
Pergub ini tidak melarang
adanya aksi unjuk rasa.
Melainkan lebih pada upaya
pengendalian terhadap pe-
laksanaan aksi unjuk rasa.
Mengingat Malioboro yang
sering dijadikan tempat un-
juk rasa juga termasuk da-
lam kawasan objek vital na-
sional,” terangnya.

Komentar senada diung-
kapkan oleh Kepala Bagian
Hukum Biro Hukum Setda
DIY, Adi Bayu Kristanto.
Menurutnya dalam diskusi
publik tersebut pihaknya
melibatkan sejumlah pihak
termasuk masyarakat Ma-
lioboro, Pada intinya, perwa-
kilan.pedagang tidak kebe-
ratan dengan aksi unjuk
rasa yang dilakukan di
kawasan tersebut. Namun
mereka mengkhawatirkan
jika aksi tersebut menim-
bulkan kerusuhan seperti
yang terjadi pada tahun
2020 lalu. Sehingga pihak
pedagang meminta agar dili-
batkan dalam upaya penga-
manan untuk memastikan
agar kegiatan unjuk rasa
berjalan kondusif.

“Selain itu Pemda diminta
menyiapkan tempat-tempat

Halaman: 2

khusus di luar Malioboro un-
tuk digunakan dalam pe-
nyampaian pendapat di mu-

ka umum. Hal ini juga gu aktivitasekonomimasya-
memastikan agar kegiatan  rakat di Malioboro,” terang-
unjuk rasa tidak menggang- nya. (Ria)-f
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